BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1
Sejarah Singkat Pemerintah Propinsi Jawa Barat



Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (Staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No 11 Tahun 1950, tentang pembentukkan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukkannya, wilayah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi maupun kemasyarakatan.


Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan terdiri dari 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari daerah 6 menjadi 4, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonomi.


Dengan lahirya UU No. 23 Tahun 2000 tentang Propinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah 1 Banten resmi ditetapkan menjadi Propinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten atau Kota Tangerang serta Kota Cilegon.



Adanya perubahan itu, maka saat ini Propinsi Jawa barat terdiri dari : 16 Kabupaten dan 9 Kota, dengan mencakup 592 Kecamatan, 4006 Desa dan 1799 Kelurahan.


Adapun monografinya : Data tahun 2005

Tabel 2.1

Monografi Pemerintah Propinsi Jawa Barat
	No.
	Kabupaten/Kota
	Luas Wilayah (Km2)
	Jumlah Penduduk
	Kepadatan (Jiwa/Km2)

	1
	Kab. Bogor
	3.440,71
	3.945.111
	1.147

	2
	Kab. Sukabumi
	3.934,47
	2.210.091
	562

	3
	Kab. Cianjur
	3.432,96
	2.079.306
	606

	4
	Kab. Cirebon
	988,28
	2.084.572
	2.109

	5
	Kab. Indramayu
	2000,99
	1.749.170
	874

	6
	Kab. Kuningan
	1,178,58
	1.073.172
	911

	7
	Kab. Majalengka
	1.204,24
	1.184.760
	984

	8
	Kab. Bekasi
	1.484,37
	1.917.248
	1.292

	9
	Kab. Karawang
	1.737,53
	1.939.674
	1.116

	10
	Kab. Purwakarta
	969,82
	760.220
	784

	11
	Kab. Subang
	2.051,76
	1.406.976
	686

	12
	Kab. Bandung
	2000,91
	4.134.504
	2.066

	13
	Kab. Sumedang
	1.522,21
	1.043.340
	685

	14
	Kab. Garut
	3.065,19
	2.260.478
	737

	15
	Kab. Tasikmalaya
	2.680,48
	1.635.661
	610

	16
	Kab. Ciamis
	2.556,75
	1.522.928
	596

	17
	Kota Depok
	200,29
	1.353.249
	6.756

	18
	Kota Bogor
	21,56
	833.523
	38.661

	19
	Kota Sukabumi
	12,15
	278.418
	22.915

	20
	Kota Cirebon 
	37,54
	276.912
	7.376

	21
	Kota Bekasi
	210,49
	1.931.976
	9.178

	22
	Kota Bandung
	167,27
	2.290.464
	13.693

	23
	Kota Cimahi
	48,42
	482.763
	9.970

	24
	Kota Tasikmalaya
	471,62
	579.128
	1.228

	25
	Kota Banjar
	1.135,90
	166.868
	147

	Jumlah
	34.816,96
	39.140.812
	


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2004

JawaBarat sebagai Propinsi dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 1950 di wilayah Indonesia telah tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan. Namun demikian, kualitas kehidupan masyarakat Jawa barat masih kurang menggembirakan. Meskipun kondisi geografisnya strategis dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi, potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dan memadai, memiliki sumber daya air yang besar dan memiliki akses ke seluruh wilayah nusantara dan mancanegara serta sangat potensial untuk berkembang menjadi propinsi terdepan dalam kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Jawa Barat menetapkan 

visi :


“Jawa Barat Dengan Iman Dan Taqwa Sebagai Propinsi Termaju Di Indonesia Dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara 2010.”


Pengertian termaju memberi implikasi munculnya ketergantungan propinsi lain kepada Jawa Barat, sedangkan ketergantungan Propinsi Jawa Barat kepada propinsi lain diusahakan sekecil mungkin.


Pencapaian visi Propinsi Jawa Barat didukung oleh visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2005-2008 dalam konteks pengelolaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yaitu :


“Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010.”


Guna mendukung pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 agenda utama (misi), yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jawa Barat.

2. Pengembangan struktur perekonomian regional yang tanggung.

3. Pemantapan kinerja Pemerintah daerah.

4. Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan.

5. Pengingkatan kualitas kehidupan yang berlandaskan Agama dan Budaya Daerah.

Adapun yang menjadi misi Jawa Barat adalah :

1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat.

2. Mendorong berkembangnya masyarakat yang madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (silih asah, silih asih, silih asuh pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, pinter tur singer).

3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan terbuka.

4. Memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.

6. Memperdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.

7. Memperdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari perguruan tinggi.

2.2
Stuktur Organisasi Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat


Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi merupakan organisasi besar, oleh karena itu bentuknya merupakan gabungan antara lini dan staf. Menurut jenisnya orhanisasi propinsi terdiri dari : sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Ketiganya bersifat interdependensi, interkoneksi, interrelasi, dan interaksi sebagai suatu kesatuan organisasi pemerintah daerah.

Untuk mendukung kegiatan program Pemerintah Propinsi Jawa Barat dilengkapi dengan kelembagaan sebagai berikut :

1. SETDA yang dibentuk berdasarkan Perda. No.13 Tahun 2000 tentang sekretariat daerah, mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah propinsi.

2. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda. No.16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat dan Perda. No.6 Tahun 2002 tentang perubahan peraturan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan tertentu pemerintah propinsi sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

3. Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda. No.15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi propinsi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Perda. No.15 Tahun 2000 dan Perda. No.5 Tahun 2002, adalah satu bagian dari dinas sebagai unsur pelaksana operasional dinas di lapangan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang ada di kabupaten/kota.

5. BUMD dibentuk berdasarkan Perda. No.4 Tahun 1999, terdiri dari 1 PD (Perusahaan Daerah) dan 6 PT (Perusahaan Terbatas), yaitu :

a. PD. Jasa dan Kepariwisataan

b. PT. Agribisnis dan pertambangan yang dibentuk berdasarkan Perda. No.4 Tahun 2002.

c. PT. Agronesia yang dibentuk dengan Perda. No.3 Tahun 2002.

d. PT. Jasa dan Sarana.

e. PT. Tirta Gemah Ripah.

f. PT. Bank Jabar.

BUMD melaksanakan kegiatan usaha bisnis untuk menambah PAD.

Fungsi Kelembagaan Propinsi Jawa Barat

Perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum serta pelayanan Teknis Administrasi Perangkat Daerah.

Membantu tugas, fungsi dan kewenangan DPRD serta pelayanan administratif kepada pemerintah daerah.


Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.


Perumusan kebijakan operasional dan pelayanan teknis kebijakan pemerintah daerah.

Pelaksana teknis oeprasional pelayanan publik.
Sumber : Perda No. 13 Tahun 2000
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Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Perda. No.13 Tahun 2000 tentang sekretariat daerah, mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam pelaksaan tugas pemerintahan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah propinsi.


Sekretariat daerah terdiri dari 4 asisten yang membawahi 13 Biro, sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan, meliputi :

a. Biro Desentralisasi

b. Biro Dekonsentrasi

c. Biro Hukum

2. Asisten Perekonomian, meliputi :

a. Biro Sarana Perekonomian 

b. Biro Bina Produksi

c. Biro Pengendalian Program

3. Asisten Kesejahteraan Sosial

a. Biro Pelayanan Sosial Dasar

b. Biro Pengembangan Sosial

4. Asisten Administrasi

a. Biro Organisasi

b. Biro Kepegawaian

c. Biro Keuangan

d. Biro Perlengkapan

e. Biro Umum


Biro keuangan adalah salah satu biro yang berada di bawah Asisten Administrasi Setda Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang bertugas mengkoordinasikan Pengelolaan Keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka proses Pelaksanaan Administrasi APBD.

Visi :


“Terwujudnya Good Governance Dalam Pengelolaan Daerah Yang Prima Tahun 2005.”
Misi :

1. Memberikan kontribusi yang nyata terhadap Visi dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Memberikan pelayanan yang prima dalam hal administrasi dan informasi keuangan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Melaksanakan antisipasi terhadap setiap perubahan yang akan mempengaruhi kebijakan keuangan daerah melalui pengkajian dan analisis sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Berdasarka Perda. No.13 Tahun 2000 dan Keputusan Gubernur No.37 Tahun 2001, maka struktur organisasi pada biro keuangan Setda Pemerintah Propinsi Jawa Barat adalah seperti terlihat pada bagan struktur organisasi Biro Keuangan di bawah ini :

Struktur Organisasi Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat


Sumber : Perda No.13 Tahun 2000 dan Keputusan Gubernur No.37 Tahun 2001
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2.3 Deskripsi Jabatan


Biro keuangan adalah salah satu biro yang berada di bawah Asisten Administrasi Setda Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang bertugas mengkoordinasikan Pengelolaan Keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka proses Pelaksanaan Administrasi APBD.
Biro keuangan membawahi empat bagian, yaitu :

1. Bagian anggaran

2. Bagian perbendaharaan

3. Bagian verifikasi

4. Bagian Pembukuan


Adapun tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian anggaran, mempunyai tugas pokok merumuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta nota keuangan pengantar rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut :

a. Merumuskan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Merumuskan bahan nota keuangan pengantar rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan daerah.

d. Merumuskan bahan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) anggaran rutin dan pembangunan.

e. Mengkaji rencana dan perubahan anggaran.

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


Bagian anggaran kemudian terbagi kedalam dua subbagian, yaitu :

a. Subbagian anggaran rutin, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan nota keuangan pengantar dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Subbagian anggaran pembangunan, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi rencana anggaran pembangunan serta pedoman pelaksanaan anggaran pembangunan.

2. Bagian perbendaharaan, mempunyai tugas pokok merumuskan bahan koordinasi kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan melaksanakan perbendaharaan. Adapun rincian tugas dari bagian perbendaharaan adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan bahan koordinasi kegiatan perbendaharaan.

b. Merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan perbendaharaan.

c. Merumuskan bahan penyelenggaraan administrasi pendistribusian perlengkapan.

d. Merumuskan bahan penyelenggaraan pemeriksaan Pemerintah Membayar Uang.

e. Merumuskan bahan pelaksanaan pembinaan bendaharawan.

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait.

Bagian perbendaharaan membawahi :

a. Subbagian perbendaharaan rutin, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan rutin.

b. Subbagian perbendaharaan pembangunan, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan pembangunan.

c. Subbagian belanja pegawai, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta melaksanakan administrasi belanja pegawai.

3. Bagian verifikasi, mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pemeriksaan dan pengesahan terhadap bukti penggunaan uang realisasi anggaran rutin dan pembangunan. Rincian tugas dari bagian verifikasi adalah :

a. Merumuskan bahan bukti penggunaan uang  realisasi anggaran rutin.

b. Merumuskan bahan bukti penggunaan uang realisasi anggaran pembangunan.

c. Merumuskan pengesahan bukti penggunaan uang realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

d. Mendokumentasikan bukti penggunaan uang realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait.

Bagian verifikasi membawahi dua subbagian, yaitu :

a. Subbagian verifikasi anggaran rutin,yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan pemeriksaan dan pengesahan serta pendokumentasian bukti pengguna uang anggaran rutin.

b. Subbagian verifikasi anggaran pembangunan, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan pemeriksaan dan pengesahan serta pendokumentasian bukti pengguna uang anggaran pembangunan.

4. Bagian pembukuan, mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembukuan dan penyusunan bahan perhitungan anggaran rutin dan pembangunan. Adapun rincian tugas bagian pembukuan adalah :

a. Merumuskan bahan pembukuan anggaran rutin,

b. Merumuskan bahan pembukuan anggaran pembangunan,

c. Merumuskan bahan perhitungan anggaran rutin,

d. Merumuskan bahan perhitungan anggaran pembangunan,

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit yang terkait.

Bagian pembukuan membawahi :

a. Subbagian pembukuan anggaran rutin, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembukuan dan perhitungan anggaran rutin.

b. Subbagian pembukuan anggaran pembangunan, yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembukuan dan perhitungan anggaran pemabangunan.

2.4
Aspek Kegiatan Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat


Biro keuangan mempunyai kegiatan untuk mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka proses pelaksanaan administrasi APBD, yang terdiri dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Adapun rincian tugas pokok dari Biro Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji bahan kebijakan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Mengkaji bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang keuangan daerah.

3. Mengkaji bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Mengkaji bahan pengendalian perbendaharaan.

5. Mengkaji bahan pengendalian verifikasi pertanggungjawaban keuangan,

6. Mengkaji bahan pengendalian pembukuan.

7. Menyelenggarakan fasilitas pengelolaan keuangan daerah.

8. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


Selain itu Biro Keuangan mempunyai fungsi seperti berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan APBD.

2. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan APBD, meliputi kegiatan penatausahaan sampai dengan pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Mengkoordinasikan perhitungan APBD dalam rangka laporan pertanggungjawaban Gubernur dan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah.

4. Melaksanakan pengendalian/pengawasan preventif pelaksanaan APBD.

5. Menyelenggarakan pembinaan kepada aparat pengelolaan keuangan daerah secara teknis fungsional dalam pengurusan keuangan secara khusus.
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